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BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SEI,ATAN
NOMOR .]4 TAHUN 2A22

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : b3hwa 
- ultuk melaksanakan ketentuan pasal 12 peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor ai -i"hoi*. 
zors tentangPengangkatan dan periuerr,e;til x.f}" oLl ."uagaimana telahqi:F dengq4 peraruran uent"rioJ; *;;;;i"mor 66 rahun2:17 tentang Perubahan Atas''Peraturan u?"i*i Dalam N.s.ri

ryomor !2 Tahun 2015 tentang Pengangkat"" a"" pemberhentian
Kepala Desa r,naka,,per1u:,,meiietapf,an"peraturan Bupati tentangpengangkat4n dan pemberhentian Kepala n""";--

Mengingat : 1. 
Y"1""s-g3qang' Nomal ,:,2:/ Tahun 19s9 tentang penetapan
Undang-Undang,r, Darurat,iNomor S Tahun 1958 tentang
Pembentukan- _paer4li fingftat il Di Karimantan {r,embaranNegara Republik .Indonesia Tahun 19s3 Nomor 9) menjadi
Undang-undang (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun1959 Nomor' 72, Tarylbahan- L,embaran ltegara Repubrik

2' Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparafur Sipil
Negara (Lembaran Negara Repubrik IndonesL iahun zoi+Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubrik r"Jo"..i"
Nomor 549a1;

3- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2or4 tentang Desa
llelbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o14homo, i,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
saes);

4' Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2at4 tentang pemerintahan
Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesii Tahun 2or4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNory9r 55s7) sebagaimana telah airruut' beberapa kaliterakhir dengan undang- undang Nomor g Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23
Tahun 2aH tentang pemerintahan Daerlh fi,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56Z9l;5' Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2ol4 tentang Administrasi



6.

7.
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Pemerintahan g=b:r"r Negara Repubrik Indonesia Tahun2014 Nomor 292, Tambaha? Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5601);

undang'undang Nomor 1r rahun 2o2o tentang cipta Ker.1.affs9*"r Negara Repubrik Indonesia r"rr"" 2020 Nomor245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);

Peraturan pemerintah Nomor 4g Tahun zor4 tentangPeraturan Pelaksanaan undang-undang nuomor 6 Tahun
?o-L4 tentang Desa (Lembaran Negara - n"prurik IndonesiaTahun 2Ol4 Nomor l2g, tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor ssgg) sebagaim"rr" t ur, beberapakati diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 11Tahun 2otg tentang Ferubahan Kedua Atas peraturan
Pemerintah Nomor 4g Tahun 2or4 tentang peraturan
Pelaksanaan undalg-undang Nomor 6 Tahun zoL4 tentang
Desa,,, (LemtryEq,,., N,.,g+r'4 R-orrbfik;::Indonesi" t"frrr-1 2OLgNoraor4b''Tarp N-*gur- n puurit Indonesia

8. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2orr tentansMalfaieme.fr,..P.e.rrq.rrl1i.llla,ro*i {ri*i?,,r.^j:i-,^-,- r? - --y

rahun 2otr !:lr*u .,ry.*"g;f; 
-pqg;;;i* 

Negeri Sipilqfql' w+ -ne!.4.p,.1i$ liraoaa*a'i"h; 2o2o Nomor68, Tambahan Lembaran N.g*a nepublik irrJor.*ia Nomor
6a771; , .:,, ':f,,..:,. t;*::*lti:t&:j:1i . .,...9. Perat'ra:r,t-igg,*aa*i a!. t.T. Tahun 2}l.g tentangKecamatan (Lunbaran Negara neputtit< 

-indonesia 
Tah;;2OL8 NCIltrlAit?3=-f m,f,an,-Irernlbr.ri N.oo.o Fanrrlrril-

Indonesia:-Tiifu
i SiFi$ (tetubaran Negara n.p"Uiif

Negara Eepdhili$
63, Tambahan Lembaran

Nomor 6030) sebagaimana telah
:merintatr Nomor 17 Tahun 2A2Otentang-.:.Fe1trbq--ffi ,,' pemerinta.h Nomor 1 1

filTs^,^P"*r,I_1M^5fg"e Desa (Qerita Negara Republik
H1:1,:-i: ,rahun .zo-!A N9T9, zoezl ""u"g?*;;-il"h$ubah -beberapa kali terakhir deng;; p"o-t".." Menteri
Pdg* Negeri Nomor 72 Tahun 2oz,o- t"rt rg perubahan
Kedua Atas peraturan Menteri Dalam lvegeri" No*o, 

-Jil
Tahun 2ot4. tentang pemilihal 

-$epara 
pesi (Berita-N"su."

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor t+Og);' -o----

1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2olstentang Pembentukan produk Hukum Daerah p..il" rv.g;;Republik Indonesia Tahun 2o1s Nomor zosoy'*"u"i"i"i"""
telah diubah.99$*, peraturan Menteri Daram NegerT Nomoi
120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas peraturan Menteri
P"t+q {ggeri Nomor s0 tahun 2015 tentang pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara nepiutit Indonesia
Tahun 20 15 Nomor tST); 

'

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor s2 Tahun 201s
_tgrtur,g Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
(Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 2oL6 nromo, +j
s-ebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalani
Negeri Nomor oG Tahun 2or7 tentang perubahan Ata;



Menetapkan :
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g2 Tahun 2o7stentang Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa(B^erita Negara Republik Indonesia rarrun 2otr Nomor
7222);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 7 Tahun2ol5 tentang Tata cari pemilihan Kepala Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito selatan Tahun 2ols'No*o, 7,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito selatanNomor 7) sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 9 Tu.hrr, 2olgtentang Per-ubahan Atas peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2015 ten_tang Tata cuo, pemilihan Kepala Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito selatan Tahun 2olg Nomor g); ----

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun2o2o tentang pembentukan produk Hukum naerar,(Lembaran Daerah Kabupaten Barito selatan Tahun 2o2oNomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupate" g;it"
Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN:- - -- -- 'l

PERATURAN . BUPA-TI.. TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

1, 
' 1"",,Pfr,8 t',..f;r., xB"reNTuaN'uMuM
..:

Dalam Peraturan.Bup,.iffi:yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Ka6upaten garito Selatan.
2- Pemerintahan Daerlh adarah 

-;*rdnggara€Ln 
urusan

pemenntahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan',Ratgrs1 ,Daerah menurut asas otonomi dantugas pembanftran 'dehgan prinsip otonomi seluas-
luasnyadalam sistim din prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana diniaksud dalam
undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
L945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang men3aai
kewenangan daerah otonom.

+. Dewan Perwakilan Rarryat Daerah yang seranjutnya
disingkat DPRD ada-lah lembaga p..*.kil"r, ralgrat ar".ur,yang berkedudukan sebagai unsur penyerenggara
pemerintahan daerah.

5. camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat
daerah kabupaten.

6. Pegawai Negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki j abatan pemerintahan.

7 . Desa adalah 
- 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengun-ls urusa.n pemerintahan, kepentingan masyarakat
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setempat berdasarkan prakarsamasyarakat, hak asal usur,dan/atau hak tradisional yang diakui aan iinormati dalam
^ sistem pemerintahan Negara Kisatuan n"p"uril. Indonesia.8' Pemerintahan Desa "auur, p""y.i"lgg.r".r, urusEulpemerintahan dal kepentingan *isy#at alietempat daram
^ sistem pemerintahan Negara Kesatuan nepuutit Indonesia.9. Pemerintah Desa adalah KepaJa Desa Lt , yang disebutdengan nama rain dibantu perangkat Desa sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan Desa.
10' Kepala Desa adarah pejabat pemerintah Desa yangmempunyai wewenang, tugas dan kewajiban .,;t"imeny_elenggarakan rumah tangga Desanya danmelaksanakan tugas dari pemerinllh dan pemerintah

Daerah.
ll.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BpDadalah lembaga yang meraksanakan" fungsi pemerintahan

yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desaberdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis; ..-,-,.: ,.. .r: . ,. . .,.,-..

(1)

rz. Per4 .:,Oe"a.,,-aA .uneur staf 1jpqg membantu KepalaDesa dalam Denvllpenyqgunan kebijahn -dan koordinasi yang
*1Yf*l drcse 'De,s1, dan un"ur-p;;;-.rk"";
S:i-53P ' De-qe. d+ee. aksanaan kebijakan yan;

perbuatannya atau
permulaan patut diduga

diperiksa
seorEmg yang
yang telah

BAB II
PENGANGKATAN KEPALA DESA

Bagran
Kesatu Umum

Pasal 2

Kepala Desa merupakan Kepala pemerintahan Desa yang
memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa d;
sebagai perpanjangantangan negara yang dekat dengan
masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat.
fgnyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselenggar:akan oleh pemerintah
Desa.

(2)



(3)

(4)
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Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah Kepala Desa dibantu oreh perangkat ri."".
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas
menyelenggarakan pemerintahan Desa, 

- 
melaksan.trn

pembangunan Desa, pembinaan masyarakat, d.an
pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 3

calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya
dengan Keputusan Bupati.

fgnltygan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan paling lambat 3o (tiga puluh) hari teirrid;
sejak diterima laporan hasil p.*ilih", Kepala Desa dari
BPD.

(1)

(2)

(1)

(2)

Bagian Ketiga
pelantikan

Pelantikan calon"'I(epala Desa terpilih dilakukan paling
lambat :30 (tige puluh) hari terhiiung sejak direrbitkan
{egutusan BuBati m€ngenai penges.nurr- pengangkatan
Calon, Kepala.Desa,terpilih. l

Sebelum memangku,, jabatannya Kepala Desa
bersurnpah/.berjqaji'sebagai berikut:
"Demi Allah/.11+han, s4ya bersumpah/berjanji bahwa saya
akan'. : memeouhj,.rkewajiban Saya 

'selaicu 
Kepala Oesa

dengan-,,sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-
adilnya; ,,, b.ahwa 'r saya r akan - ".t"t, taat dalam
mengamalkan " da4. mempertahankan pancasila sebagai
9".r3I negara; dan bahwa saya akan menegakkan
kehidupan demskrasi dan undang-undang Dasar N.grr"
Republik Indonesia Tahun tg4a serta -melaksarr"k",
peratrrran perundang-undangan dengan selurus- lurusnya
yang berlaku Bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia."

Pelantikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat
yang ditunjuk.
Pada kondisi pandemi corona virus Disease 2o7g
pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara
langsung atau virtual /elektronik.
Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan
secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:

(3)

(4)

(s)

calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang
pendamping;
unsur forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
camat;
perangkat acara; dan

e. undangan lainnya.
(6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat 4, pelaksanaannya dengan mempertimbangkan :Lr.r.dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 
*soo/o 

lt*"

a.

b.
c.
d.
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puluh persen).
(7) susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah 

".U"g.i U"rikut :a' pembacaan Keputusan Bupati tentang pengesahan
Pengangkatan Kepala Desa;

b. pengambilan sumpahlJanji Jabatan oleh Bupati ataupejabat yang ditunjuk;
c. penandatanganan berita acara

sumpah/ janji;
d. kata pelantikan oleh Bupati atau

ditunjuk;
e' penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat

yang ditunjuk;
f. pembacaan Amanat Bupati; dang. pembacaan doa.
Format Berita Acara pengambilan Sumpah/Janji
sebagaimana tercantum -dalam 

Lampiran I yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.

, Pasal 5

calon 'Kepala Desa terpilih yang meninggar dunia,
berhalerngan tetap.*rtarr mengundurf* airi Jeigan alasanyang dapat dibea'arkn. sebelirm pelantikan, calon terpilih
{qnya}at<an . am, Bupati mingangkat 

'pegawai 
Negeri

sipil dan Pernbfintah Dagrah sebagai-peijabat fiepala Desa.Penjabat I(epaIa p."u,, sebagairnana ai*"t *ra pada
ayat (11 :*.r*"11a@q,tugas .dan wewenang Kepa1a b.".
sampai dengql,r:dilanti ai,I(epala Desa hisil pemilihan
Iangsung s'.€c*rEr. serentak slsuai dengan ketentuan
peraturan pe dang-undangan

pengambilan

pejabat yang

(8)

(1)

(2)

1,r 
' l';:'. .l .Pasa:'o

(1) 9alon .Kepala,.D,esa,,..t4itit yang ditetapkan sebagai
tersangka dan'diancam, .dengan plaana penjara pati"s
singkat 5 (lima) tahun seberum pelantikanl 

".to, terpilifr
tetap dilantik sebagai Kepala Desa.(2) calon Kepela Dgsa tarpilih yang ditetapkan sebagai
tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, *.r.*dan/atau lndak pidana terhadap k.*..r.r, negara
sebelum pelantikan, caron terpilih ietap dilantik *"6;JiKepala Desa dan pada kesempatan^ pertama Bupati
memberhentikan sementara yang bersangkutan darijabatannya sebagai Kepala Desa.

(3) calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai
terdakwa dan diancam dengan p1dro. penjara patiig
singkat 5 (lima) tahun berdisarkan register perkara di
pengadilan sebelum perantikan, calon terpitih tetap dilantik
menjadi Kepala Desa dan pada kesempalan pertama Bupatimemberhentikan sementara yang bersangkutan darijabatannya sebagai Kepala Desa.

(4) calon Kepala Dgsa terpilih yang ditetapkan sebagai
terpidana dan diancam dengan pidana plnjara pa#rg
singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan p.rrgialro
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap *eb"lu-
pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Klpala Desa
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dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikanyang bersangkutan dari jabatannya iebagai Kepala Desadan mengangkat pegawai Negeri Sipil l"ri pemerintah
Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada
aySt (1] sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saatpelantikan diangggap mengund"rt"" diri kecuuii d"rrg*
alasan yang dapat dibenarkan.
Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (Z), ayat (e dan ayat (4), paling t"mUrt
]a (9Tp"t belas) hari terhitung sejak t rggJ p;hntikan.
Penjabat kepala Desa sebagaimana aimatsua pada ayat(4) melaksanakan tugas dan wewen€rng Kepala Desa
sampai dengan dilantiknya Kepala Desa lasil'pemilihan
kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

(6)

(7)

Pasal 7

(1)

(2t

f.egawai Negeri sipil y,ang,.teigp-ilih -dan diangkat me nj adi.$eqagr...rya;.:,3rmg...6*,@ dibebaskai sementara
f.ql.- :*U" ,.ielama-"menjadi,' Kepala Desa tanpa
kehilangan h sebasai negawai Negeri Sipil.
l3say.ai,,.-{,,9#ri'Sr.pi1,yant 1a$flin aari aiangtat menjadi
Kep@,.p{rie9e.pu, i na.,' ilaksud pada "vi, rrt uerirar<

.se,b.a,ggi'., Fegawai Negeri Sipil,
&' Kepala. ,Desa dan pendapatan
png'.,,Qersunaber dari Anggaran

5 ayat (1),

(1) Dalam ha1 Kepala Desa berhenti, BpD melaporkan kepada
Bupati melalui Camat.

(2) untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa, camat
mengusrrlkan penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri
Sipil kepada Bupati.

(3) Pegawai Negel sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diutamakan dari pejabat pelaksana pada t ecamatan
setempat.

(4) Jika jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
tersedia, T.k dapat diusulkan pejabat- peiaksana,
Jabatan Administrator, Jabatan pengariras, dan Jabatan
Fungsional dari tingkup pemerintah Daerah, kecuali
Camat, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pengawas
daerah, pemadam kebakaran, dan satuan poiisi paLong
Praja.

(5) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (41,
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan pirangkat
daerah yanF membidangi urusan Kepe[awaian denlgan
memperhatikan ketersediaan pegawai dan kelancaian
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(6)

(7)
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pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
Pengangkatan penl'abat Kepala be"a diJahkan dengan
Keputusan Bupati.
Penjabat Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat
yang ditunjuk.
sebelum memangku jabatannya penjabat Kepara Desa
bersump ah / berlanJi sebagai berikut
"D9mi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa sayaakan memenuhi kewajiban saya'sehku-Kepara Desadengan sebaik-baiknya, sejujui-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan seraru taat dalam
mengamalkan dan mempertahankan pancasila sebagai
9"-"* negara; dan bahwa saya akan menegakkan
kehidupan demokrasi d.an undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun rg4s serta -rnelaksarru.Lu.r,
peraturan perundang-undangan dengan selums_lurusnya yang. gSrl"L" Bagr D*s", daerJh dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia."

$usqnan-.,,...Q.c,er&;.,:. pelgqr.ti.kan-, penjabat Kepala Desaaere8 :.Aim '. aae.av"i (r) aajar, sebagaiberikut.:..'...,.'.':..:...:
a.'' perrlbacaan,..-Kepu,tusry,Bupati tentang pengesahan

Pe.qS4 pe4iabat.Eqpaia Desa;
5.atan oleh Bupati atau
.::

acara pengambilan

.atau pejabat yang

Bupati atau pejabat

(8)

b.

d.

e.

f.

(e)

(10)

(1 1) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak
tanggal pelantikan paling rama 1 (satu) tahun aai aapat
diperpanjang paling banyak z (dua) kali dalam masajabatan yang sama.

(12) Bupati melalui camat melakukan evaluasi terhadap
kinerja Penjabat Kepala Desa.

(13) Dalam hal,penjabat Kepala Desa melakukan pelanggaran
terhadap larangan dan/atau kewajiban Kepala 

"br*r,
setelah diberikan teguran lisan dan/atau tertulis oleh
camat namun tidak melaksanakannya, maka dilakukan
pemberhentian terhadap penjabat Kepala Desa tersebut,untuk dilakukan penggantian jika - masih diperlukan
adanya Penjabat Kepala Desa.

(1a) Pemberhentian sebagaim€ura dimaksud pada ayat (1g)
dapat dilanjutkan dengan penjatuhan sanksi 

- 
disiplin

Pegawai Negeri sipil sesuai ketentuan perundang-
undangan.
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Bagian Kelima
Serah TerimaJabatan

Pasal 10

s_erah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan calon
Kepala Desa terpilih.
serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayatdilaksanakan dengan penandat€mganan berita
acara serah terima jabatan dengan format sebagaiman
tercantum dalam_Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
Penandatanganan berita acara serah terima jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dilaksanakan pada
{cara pengambilan sumpah/janji dan perantikan calonKepala Desa terpilih seterah penyematan tanda jabatan
bersamaan dengan menyerahkan memori serah terimajabatan.
Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat{S}, terdiri atas,,:, ,, .. : . .

(3)

(4)

a.
b.
c.
d.
e.

f.
ob'

pendahuluan;
monografi Desa;
pelaksanaan program kerja tahun lalu;
re{rcryta pro.g1p1.n yang akan datang;
{egratan y. diselesaikan, 

""dr.rg 
dilaksanakan,

$+$ reneam ke_ Aian setahun terakhir;-he{nba apj; dan
del!€{ 

" risa$i:'dan kekayaan Desa.

Bagian Kelima
','. ' Penin€kat44 Kapasitas Kepala Desa

Pasal 1 1

(1)

(2t

calon'.,Kepatra','De9,,a,terpilih-'yang telah dilantik wajib
y9ngr ti.,,..pglatihas,,,..',6;.1 masa jabatan yang
dilaksanakan rsieh pemerintah Daerah.

?.r."V." pelatihdn .sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan pada Anggaran pendapatan dan e"r."ii
Daerah.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

(1) Kepala Desa bertugas
Desa, melaksanakan
kemasyarakatan Desa,
Desa.

Pasal 12

menyelenggarakan pemerintahan
Pembangunan Desa, pembinaan
dan pemberdayaan masyarakat

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
?. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;c. memegang kekuasaan pengel0laan Keuangan dan Aset

Desa;
d. menetapkan peraturan Desa;
e. menetapkan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa;



h.

f.
ob.

1.

j.

i
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membina kehidupan masyarakat Desa;
membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Desa;

membina dan meningkatkan perekonomian Desa sertamengintegrasikannya agar mencapai perekonomian
skala produktif untuk sebesar-b"""irry,'t .*rt*uran
masyarakat Desa;
mengembangkan sumber pendapatan Desa;
mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian
kekayaan negara guna meningkatkan t.s.3.frt.raan
masyarakat Desa;

k' mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat
Desa;

l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
m' mengoordinasikan pembangunan Desa secara

partisipatif;
n. mewakili Desa di daram dan di ruar pengadilan ataumenunjuk kuasa hukum untuk mewakiiinya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang_undangan; dano. melaksanakan wewenang rain' yang 
" 

sesu.i d"rgr-,,
ketentuan peraturan perundang_undangan.

BAB IV
HAK, -.KEW.AJIBAN DAN LARANGAN

,, .pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat{ 1), Kepala Desa berhak :a. mengusulkan struktrrr organisasi dan tata kerja

Pemerintah Desa;
b. mengajukan iancangan dan

Desa;
menetapkan Peraturan

c. menerima penghasil4n tetap setiap bulan, tunjangan,
dan .pelrerilaan lainnya yang sah, serta menaipai
jaminan kesehatan; ,

d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang
dilaksanakan; dan

e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban
lainnya kepada perangkat Desa.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72 ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :a. memegang teguh dan mengamalkan pancasila,

melaksanakan undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun rg4s, serta mempert.t urrk"r, dan
memelihara keutuhan Negara Keiatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka T\rnggal Ika;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Desa;

d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-
undangan;

e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan
gender;
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f' melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yangakuntabel, transprr.;, profesional, .i.r.tir au, efisien,bersih, serta bebas aari tttusi, korup"i"-;;" nepotisme;g' menjalin kerja sama dan koordinl"i a.rg"r, seluruh
_ pemangku kepentingan di Desa;h' menyelenggarakan -drrrirri"trasi pemerintahan Desayang baik;

i mengelola Keuangan dan Aset Desa;j' melaksanat<a1 urus€ur pemerintalran yang menjadi
kewenangan Desa;

F menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;t. mengembangkanperekonomianha"y.r"t^t Desa;m' membina dan merestarikan nilai sosial budaya
masyarakat Desa;

n. memberdayakan masyarakat dan lembaga
kemasyarakatan di Desa;

o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan
melestarikan lingkungan hidup;p. rnembe'ikan inforrnasi kepada- masyarakat Desa;q',' meRyarnpaikan, Iaporan .penyelenggaraan pemerintahan
Desa setiap arhir Lhun anggar"" fd;; Bupati;r. menyampaikan laporan penyelenggara€m. pemerintahan
Desa,p?fa akhir masajabat"r, t .piaa Bupati;s' memberikan laporan keterangan plnyelenggaraan
pemerint"1r.6,,,5eCara tertulis kepada BirD setiaf-akhir
tahun anggaran; dan

t. memberikan dan/atau menyebarkan informasi
penyelengglrraani'pemerintahan .L"aru. tertulis kepada
masy,arakat Desa sefiap akhiq tahun anggaran.

Pasal 15
' ' 

,,,14':]"":i::ii''l :'i ll

Kepala Desa dilarang:
a. merugikan kepentingan umum;
b. mem,buat kenut,san, y44$ menguntungkan diri sendiri,

anggota,.r,,, ke1-!91g r. .,pihak lain, dan/atau golongan
tertentu;

c. menyalahgunakan wewenang,
kewajibannya;

tugas, hak, dan/atau

d.

e.

f.

ob'
h.

i.

melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga
dan / atau golongan masyarakat tertentu;
melakukan tindakan meresahkan sekelompok
masyarakat Desa;
melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima
uang, barang, dan/ataujasa dari pifrat lain yang dapat
memengaruhi keputusan atau tindakan V""g ,k*
dilakukannya;
menjadi pengurus partai politik;
menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terrarang;
merangkap jabatan sebagai ketua dart/atau anggota
BPD, anggota Dewan perwakilan Rakyat Reputlik
Indonesia, Dewan perwakilan Daerah Republik
Indonesia, DPRD provinsi atau DPRD Kabupaten-fKota,
dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan
perundangan-undangan ;
ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan
umum dan/ atau pemilihan kepala daerah;
merangkap jabatan atau pekerjaan yang menggangguk.
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tugas pokok sebagai Kepala Desa;
1. melanggarsumpah/janjiiabatan; dan
m. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja

berturut-turut tanpa alasan yang iitas dan tidak aapat
dipertanggungj awabkan.

(1)

(2)

(3)

(+)

(s)

Pasal 16

Kepala Desa yang tidak meraksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan melangg.,
larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ls dikenai
sanksi administratif.
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan "i., ,a. pemberian teguran lisan;
b. pemberian teguran tertulis pertama;
c. pemberian teguran tertulis kedua; dan
d. pemberian teguran tertulis ketiga.
Pengenaan,sa4ksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat.(2) diberika4 dengan 'tenggang waktu masing-
masing 7 (tujuh) hari.
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Camat.
Dala$ -,hal saLeEgl administratif sebagaimana dimaksud
pada'ayat, t2)'ti6uu-:nilaksanakan oleh Kepala Desa yang
bersan8$ ra'Camat.,melaporkan kepada Bupati
yarig.. selffinya dilakukan tindakan pemberherrL*
sementar, paling';.,,;lama 2 (dua) bulan dan dapat
dilaqiutftAh dengan'pEmberhentian.
Pemberhentian'r:::s'esrefitara,' dan/atau pemberhentian
9yb-aeaima1g.. d,ry1 d pada ayat (5) disahkan dengan
Keputusa$.Bupaiil:,:r ,. : ,l

,:,., ,.,' BAB III.,'
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

l

,, .'r:" '.:,'.:Bagian Kesatu
Umum

(6)

(1)

(2)

Pasal 17

Kepala Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.
Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurufc karena:

berakhir masa jabatannya;
tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan
atau berhalangan tetap seca-ra berturut-turut selama
6 (enam) bulan karena menderita sakit yang
mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak
berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan
surat keterangan dokter yang berwenang d,anlatau
tidak diketahui keberad aarlrrya;
tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan,

a.
b.

c.
d.
e.
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penggabungln 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1
(satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;

f. tidak mela-ksanakan kewajiban sebagai Kepata Desa;
dan

g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat S (lima) tahun
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), BPD melaporkan kepida Bupati merarui
Camat.
Laporan Ketua BPD kepada Bupati melalui camat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi
kasus yang dia-lami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
Atas laporan Ketua BpD melalui camat sebagaimana
dimaksud pada ayat {4) Bupati dalam waktu paling
lama 10 (sepuluh) hari melakukan kajian untuk
proses selanjutnya terhitung sejak laporan diterima.

Bagian Kedua
pemberhentian Sementara

Kepala Desa dapat'diberhentikan sementara oleh Bupati
Karena :

i tidlk melaksanakan kewajiban sebagai Kepara Desa;b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan

pidana penjara paling singkat S (lima) t h-,r,
berdasarkan regrster perkara d1 pengadilan; dand. ditetapkan'',isebagai': tersangka dalam tindak pidana
korupsi, teroris, makar, danlatau tindak pia.r*
terhadap keamanan negara.

. Bagian Ketiga
Pengesahan Pemberhentian

Pasal 19

(1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam pasal tr ayat (1) disahkan dengan
Keputusan Bupati.

(2\ Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kepala Desa yang tersan[tcutan
dan Para pejabat terkait.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 2O

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1g huruf c dan
huruf d, setelah melalui proses peradilan terbukti tidak
bersalah berdasarkan putusan pengad,ilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama CO ltigapuluh) hari sejak penetapan pengadilan diterima oleh

(3)

(4)

(s)
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Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan
kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala
Desa sampai habis masa jabatannya, dan diberikan
seluruh hak-haknya sebagai Kepala Desa.

{2} Apabila Kepala Desa ytrtg diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (U telah berakhir
masa jabatannya, Bupati merehabilitasi nama baik
Kepala Desa tersebut, dan diberikan seluruh hak-
haknya sebagai Kepa1a Desa.

BAB VI
KETENTUAN U,IN-I,AIN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Penjabat
Kepala Desa yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai
dengan terpilihnya Kepala Desa definitif.

, , :,r,i , , -,' ,' BABVI
,'' ,, ,,,'KEIENTUANPENUTUP

:, : i:' :, " ' 
,:: PaSaJ'22: , , :-

Peraturan, Bupati ini mulai ' beilaku pada tanggal
diundanghan. ., ,',' -, ''

a ,, , :.. '. .r 
:

Agar, setiap.,,,:.,:gg411g,,.."rngagetahuinya, memerirrtahkan
pengunaangan-Per-afuii -Eupati ini dengan penempatannya
dalam Beritra Eaerah :Kabupaten'Barito- Selatan.

2022

Diundangkan di Buntok
pada tanggal l,< i?.::r,-i;

SELATAil,
:)

2022

SEI"ATAN,

Ditetapkan'di Buntok.
pada lqgffi|* f5 T{erd

UPATEN BARITO SEI,ATAN TAHUN 2022 NOMOR 11
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR ,11 TAHUN 2A22
TENTANG
PENGANGKATAN DANPEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

BUPATI BARITO SELATAN

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI

Pada hari ini di Desa.." Kecamatan.....tanggal......bulan.....Tahun telah
menghadap saya ...,..,,..,Bupati Barito Selatan:,-: .

Saudara.

Yang diambil Sumpah/Janji, YanS mengambil Sumpah /Janji,

BUPATI BARITO SELATAN,

ROHANIWAN:
Yang mengukuhkan Sumpah/ Janji

SAKSI-SAKSI:

Jalan Pelita Raya No. 3o5 F, Telepon (05251 21oot, Faksimile (os2s) 2tsoo
Website : wunrr.baritoselatankab.go-id Buntok, Kode Pos 73T17

lklimantanT
\)F

SELATAN,

Berdasarkan Kepufusarl ,,,.Bupati Barito sela{a4 Nomor ....../......12o..,tentang.. ......., tanggal....bulan 2O.... untuk memangku Jabatan tersebui
telah mengangkat surnpah,rl.l+ji menu sebagai berikut:

"Demi Auah/Tuh*,'* b*sumparrluef.agrji'bah*a-saya akan memenuhi
kewajiban Saya selaku,',Kep,ala Desa dengq4 seUait<-Uaiknya, sejujur-jujunrya
dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam- m"nga*atlan dan
mempertahankan Pqlcas-ila seb'agai--dd r"gma; dan bahwa saya akan
menegakkan kehidupan demokrasi.dqn.U.hd g-Undang:,Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 setta *b. perqlql ,,penrndang-undLngan
dengan selurrrs-lurusnya yang berlalm Bagr Deia, daerah dan wegara Kesatuan
Republik Indonesia."

Demikian Berita Acara , id'.idibuat da4,,.di tangani oleh saya yang
bersumpah IJanji untuk dipergu ,seblg mestinya.

L.
2.

Strr

s
')
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO SELATANNOMOR'r?TaHuN 2A22
TENTANG
PENGANGKATAN DANPEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

BUPATI BARITO SELATAN

Pada hari ini di Desa....tangga1 .... bulan... tahun masing_masing yangbertandatangan di bawah ini:
Nama
Jabatan

Berdasarkan Keputusan
tanggal.;.,..

PIHAK PERTAMA.
Nama
Jabatan

Berdasarkan Keputu,san Bupati Barito selatan .Nomor ....../.....12o.... tentangtanggal"',' Bur ....' 2o--. sebagai ,.,-..:....,, slianjutnya ai".r,rtPIHAK KEDUA.
Antara PIHAK PERTAMA aan, i1tl44 KEDUA,'iar* *ilakukan serah terimajabatan sebaeai berikut 

rsv'qlq

1' PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, fungsi, wewenang,tugas, kerv4iiban dan tanggungiawab sebagai i.-p"f" O""* dan PIHAK
KEDUA menerima penyerahan dimaksud. L -

2. F**.3 sejak serah terima jabatan ini fungsi, wewenang, tugas dankewajiban dan tanggungia*ab PIHAK pERTAiT,IA t.;;; kepada pIHAK
KEDUA.

3. Segala sesuahr yang menyangkut tugas
sebelum Berita Serah Terima i"i
tanggungiavrab PIHAK PEI{IAMA: ', 

",

dan tanggungiawab Kepala Desa,
dilaksanakan adalah menjadi

Demikian Berita Acara ini kami b.,*1, dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing
f}4fq mempunyai kekuatan_hukum yang **a, serta Aitaoaatarrg;ni otehPIHAK PERTAMA dan pIHAK KEDUA bermateiai cukup.

Yang Menerima:
PIHAK KEDUA,

Yang Menyerahkan:
PIHAK PERTAMA,

Mengetahui:
BUPATI BARITO SEI,A?AN,


